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A. Dasar Pemikiran

Dengan perkembangan masyarakat yang kian modern, secara otomatis menimbulkan pemahaman mengenai hukum yang kian penting dalam setiap pelaksanaan kehidupan mashyarakat. Masyarakat paham benar bahwa hukum bagaikan dua sisi mata uang dengan segala perilaku yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang merupakan subyek hukum. Hal ini haruslah disikapi oleh mahasiswa dan instansi pendidikan yang menawarkan program hukum. Karena seiring dengan pemahaman yang semakin berkembang maka permasalahan yang dihadapi juga makin kompleks. Dengan alasan inilah maka Pemerintah Kabupaten merupakan isnstansi yang cocok dengan karakteristik ilmu hukum yang sedang ditekuni oleh mahasiswa hukum.

Dalam program magang yang dilaksanakan oleh Laboratorim Hukum Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang, mengarah pada pembentukan skill dengan penyiapan sarjana strata satu yang sudah siap dalam lapangan kerja. Tentunya arah tersebut dilatar belakangi lulusan yang belum matang dan belum siap dalam lapangan kerja. Arah kurikulum tersebut berbasis kompetensi berkarakter pengenalan dunia praktis lebih besar dibandingkan teoritik. 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH-UMM) telah melakukannya dengan warna kurikulum dinamis dan progresif seperti menyelenggarakan kemahiran hukum, praktikum dan Magang yang merupakan penerjemahan visi “mencetak sarjana hukum yang religius, profesional dan humanis”, untuk mewujudkan proses pendidikan hukum yang holistik, kritis yang berorientasi pada profesionalisme education oriented.  

Magang merupakan salah satu variabel kurikulum yang sangat penting dalam mewujudkan visi tersebut, untuk itu setiap tahun Magang menjadi rutinitas yang penting dalam penyelenggaraan akademik, yang diharapkan dengan Magang output Fakultas Hukum – UMM menjadi yang terdepan dan mampu mensejajarkan diri dengan lulusan perguruan tinggi lain baik secara kuantitas, kualitas dan moralitas, ini sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Malang, “Membangun Wacana Keilmuan dan Keislaman”. 

Magang merupakan mata kuliah wajib, jumlah 2 (dua) Sistem Kredit Semester (SKS), yang bobotnya sama besarnya dengan mata kuliah lain, yang mana diharapkan menjadi penyangga kerangka teoritik disiplin ilmu hukum yang diterima, yang perkuliahannya di lembaga atau instansi baik pemerintahan maupun swasta.Beberapa dasar  pemikiran  dan  output  yang diharapkan dari Magang adalah: Pertama, mahasiswa perlu dikenalkan dengan dunia kerja setelah selama tujuh semester menerima keilmuan hukum yang sifatnya teoritik; Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mengoperasinalkan serta memadukan keilmuan yang telah diterima pada bangku perkuliahan pada dunia kerja; Ketiga, mahasiswa mampu mengambil pengalaman baik disiplin, cara bekerja dan kompleksitas dunia kerja; dan Keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan  memberikan solusi ( problem solving ) bagi kompleksitas penegakan hukum di Indonesia yang belum mampu bangkit dari tidurnya yang panjang, akibat kultur, substansi dan struktur hukum yang bobrok.  

Keempat out put di atas tentunya tidak berlebihan, karena konsep Magang pada tahun akademik 2010 ini didesain lebih dinamis dan memberikan ruang bagi peserta Magang memilih tempat yang mereka inginkan yang sesuai dengan disiplin keilmuan hukum masing-masing, dan dibimbing Dosen Pembimbing Lapangan yang berperan membimbing dan memberi masukan pada peserta Magang. Pelaksanan Magang juga dilakukan secara terpadu dan terukur dibawah kontrol dan pengawasan Laboratorium Hukum sebagai unit pelaksana teknis fakultas.

Di samping itu Magang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mencoba mengenal lingkungan kerja yang akan mereka hadapi setelah mereka lulus nanti serta berbaur dan mengabdi pada masyarakat serta mengaplikasikan segala teori yang telah diajarkan di bangku kuliah. Wadah yang akan menjadi front vision bagi mahasiswa untuk mendasari mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.  
B. Tujuan Magang

Tujuan Magang di Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengetahui tentang perangkat pemerintahan daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan berdasar pasal 121 – 135 UU No 32 Th 2004)

Target :

a. Memahami tentang tugas, kewajiban dan larangan perangkat pemerintah daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan) berdasar pasal 121 – 135 UU No 32 Tahun 2004

Luaran : 

· Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang tugas, kewajiban dan larangan perangkat pemerintahan daerah. ( sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan )

· Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang tugas, kewajiban dan larangan Sekretariat Daerah.

· Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang tugas, kewajiban dan larangan sekretariat DPRD.
· Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang tugas, kewajiban dan larangan dinas daerah.
· Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang tugas, kewajiban dan larangan lembaga teknis daerah.
· Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang tugas, kewajiban dan larangan kecamatan.
· Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang tugas, kewajiban dan larangan kelurahan.
· Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas, kewajiban dan larangan perangkat pemerintah daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan).

· Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas, kewajiban dan larangan sekretariat daerah
· Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas, kewajiban dan larangan sekretariat DPRD
· Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas, kewajiban dan larangan dinas daerah
· Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas, kewajiban dan larangan lembaga teknis daerah
· Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas, kewajiban dan larangan kecamatan
· Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas, kewajiban dan larangan kelurahan
Metode :

· Diskusi dengan Staf Pemerintahan daerah, Pegawai Pemerintah daerah
· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai tugas, kewajiban dan larangan perangkat pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas, kewajiban dan larangan perangkat pemerintah daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan).

· Mahasiswa mengamati secara langsung pelaksanaan tugas, kewajiban dan larangan perangkat pemerintah daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan).

b. Mahasiswa mampu memahami tentang asas dan materi  Pembentukan peraturan kepala daerah ( kejelasan tujuan, kelembagaan  atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan; dan keterbukaan serta materi yakni pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan,  kekeluargaan, kenusantaraan,  bhineka tunggal ika, keadilan,  kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,  ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan berdasarkan pasal 137-138)

Luaran:

· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan asas dan materi yang berdasarkan pasal 137 – 138 UU No 32 Tahun 2004.

· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan asas kejelasan tujuan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan asas kelembagaan  atau organ pembentuk yang tepat.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan asas dapat  dilaksanakan
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan asas kejelasan rumusan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan asas keterbukaan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi pengayoman.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi kemanusiaan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi kebangsaan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi kekeluargaan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi kenusantaraan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi bhineka tunggal ika.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi keadilan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi ketertiban dan kepastian hukum.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi keseimbangan.
· Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan materi keselarasan.
Metode :

· Diskusi dengan Staf Pemerintahan daerah, Pegawai Pemerintah daerah.
· Dapat Hadir dalam rapat pembahasan peraturan kepala daerah (melihat, mengamati, dan mengeluarkan pendapat)

· Terlibat dalam pembuatan peraturan kepala daerah.
2. Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Target:

a. Mahasiswa dapat Mengikuti kegiatan sosialisasi rancangan peraturan kepala daerah / peraturan daerah 

Luaran :

Mahasiswa dapat mengorganisir kegiatan sosialisasi rancangan peraturan kepala daerah / peraturan daerah.

Metode :

· Koordinasi (rapat, pembahasan konsep)

· Membuat surat permohonan turut serta dalam kegiatan sosialisasi.

b. Mahasiswa dapat Mengorganisir kegiatan (secara mandiri).

Luaran:

Mahasiswa mampu melakukan kegiatan sosialisasi secara mandiri

Metode :

· Koordinasi (rapat, pembahasan konsep)

· Latihan Membuat proposal kegiatan mandiri.

· Latihan kegiatan sosialisai secara mandiri.

· Latihan pembuatan proposal kerjasama kegiatan sosialisasi mandiri dengan instansi terkait.

C. Ketentuan Umum Pelaksanaan Magang

1. Kurun Waktu Pelaksanaan 

Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya magang ini dilaksanakan pada waktu liburan semester baik liburan semester ganjil maupun semester genap, akan tetapi magang ini juga dapat dilaksanakan selama perkuliahan aktif dengan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan kemudian;

2. Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan minimum selama 30 hari kerja dengan asumsi jam kerja dihitung selama 8-10 jam kerja perhari sehingga jumlah total pelaksanaan magang dalam hitungan jam adalah 240-300 jam kerja perhari. 

3. Untuk jumlah total hari pelaksanaan menyesuaikan dengan jumlah jam yang sudah ditempuh oleh peserta Magang. Yang terpenting adalah Mahasiswa Peserta Magang minimum telah menempuh Magang selama 240 – 300 jam kerja.

Program Magang ini pada dasarnya dapat dilaksanakaan di semua wilayah baik lokal di Malang Raya, Regional Jawa Timur Maupun Nasional baik di daerah-daerah di Luar Jawa Timur maupun di tingkat Pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia atu di Luar Negeri. 

2. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang
1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh DPL;

2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat magang;

3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat Magang; Mengamati secara mendalam mengenai aspek hukum yang akan menjadi bahan laporan sesuai dengan tema secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga atau instansi tempat Magang;

4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi tempat Magang;

5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan/atau lembaga atau instansi tempat Magang;

6. Semua peserta pada saat mengikuti Magang wajib memakai pakaian yang sopan;

· Bagi Peserta Putra: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana hitam;

· Bagi Peserta Putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana/rok hitam, wajib berjilbab, dilarang berpakaian ketat;

· Atau Sesuai dengan Ketentuan pada tempat magang.

7. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan dengan tempat magang.

8. Peserta Magang tidak boleh merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun jadwal kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal magang pada waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal magangnya dengan jadwal kuliah dan jadwal-jadwal lainnya. 

9. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah. Dalam hal magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif, intansi magang harus mengetahui jadwal perkuliahan dari peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya dengan persetujuan dari instansi magang. 

10. Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata tertib yang berlaku baik di lingkungan UMM maupun di Instansi Magang.

11. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UMM maupun di tempat magang.

Lampiran-1 : FORMAT COVER PROPOSAL MAGANG

PROPOSAL MAGANG

DI ........................................

Alamat ....................................................
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Oleh:

Nama
: ..................................

NIM
: ..................................

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

20....... / 20.......

Lampiran-2 : FORMAT LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG 

DI …………………………..

Alamat ……………………………..

Proposal magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh pihak-pihak berwenang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Malang, ……………………

   Menyetujui, 






Instruktur Pembimbing Proposal


Ketua Kelompok Magang

    (……………………………)


(………………………...)
Mengesahkan,

Kepala Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum UMM

(…………………………….)
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